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ABSTRAK

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).
Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka
menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang- Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun
2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan
kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka.
Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan
kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala
desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

Kata Kunci : Desa, Perangkat Desa, Pilkades

PENDAHULUAN

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian desa adalah kesatuan
wilayah yang dihuni oleh beberapa keluarga dan dipimpin oleh Kepala Desa. Desa juga
bisa diartikan sebagai wilayah yang berada diluar kota yang merupakan satu kesatuan.
Menurut R. Bintarto menyatakan bahwa desa merupakan sebuah perwujudan dari segi
geografis, ekonomis, budaya, sosial dan politik yang terdapat di suatu daerah dan
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mempunyai hubungan timbal balik antar daerah lainnya. Sedangkan menurut dari Rifhi
Siddiq menyatakan bahwa desa merupakan suatu daerah yang memiliki tingkat
kepadatan penduduk yang rendah dengan interaksi sosial bersifat homogeny dan
mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani karena umumnya di pedesaan
berupa wilayah agraris. (Rifhi Siddiq, 2006 : 37)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa).
Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki
sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar masyarakat desa pada umumnya
mata pencahariannya adalah petani, karena wilayah desa merupakan daerah pertanian.
Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pemerintahan desa
dalam pembagian wilayah administratif Indonesia berada di bawah kecamatan. Desa
dipimpin oleh seorang kepala desa. Penyelenggara pemerintahan desa merupakan sub
sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Penyelenggaraan
pemerintahan ini kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa
dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintahan tersebut kepada Bupati.
Keberadaan desa merupakan cermin utama berhasil tidaknya pemerintahan suatu
negara serta pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan
peran serta masyarakat desa supaya terwujud kehidupan yang demokrastis.

Dalam Undang-undang tersebut juga disampaikan tentang kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal
usul desa

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota

4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Dengan demikian
desa merupakan suatu lokasi yang terdapat batas-batas yang membedakan
antara desa satu dengan desa lainnya, kemudian dalam aktivitasnya melakukan
pelayanan dan mempunyai hak untuk mengatur wilayah desa tersebut.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki pemilihan umum sesuai dengan
tingkatannya, salah satunya adalah pemilihan Kepala daerah

Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan
kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang
merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki
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oleh warga biasa Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau ada juga yang
menerapkan sistem mencontreng tandagambar calon kepala desa Pilkades telah ada jauh
sebelum era Pilkada Langsung, Pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi
politik masyarakat desa Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk
mempengaruhi kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan
sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahtrakan masyarakat
sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol-simbol pribadi. dengan kata
lain,partisipasi politik adalah proses memformulasikan. ulang simbol-simbol komunikasi
berdasarkan tingkat rujukan yang dimiliki baik secara pribadi maupun secara kelompok
yang berwujud dalam aktivitas sikap dan perilaku.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka
menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Setelah keluarnya Undang- Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun
2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan
kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka.
Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan
kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala
desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

PERMASALAHAN

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam pendahulan diatas
maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : Bagaimana peran dan

netralitas perangkat desa dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades)?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif adalah pendekatan yang
dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelah hal yang bersifat teoritis yang
menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum,
peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya: asas,
kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan
dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan

dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian. (Soekanto, 2004)

PEMBAHASAN
Istilah dan Pengertian Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air,
tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah
satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem
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pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan
kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa
beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan
memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaan bahasa, adat, ekonomi serta sosial
budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah desa. (Kamus Besar
Bahasa Indonesua, 2013 : 2)

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
sudah menetap dan ketergantungannya pada sumber daya alam sekitarnya dengan
harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan
satuan pemerintahan di bawah kabupaten/kota. Desa tidak sama dengan kelurahan yang
statusnya di bawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah untuk
melaksanakan administrasi kecamatan dan tidak mempunyai hak untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya, (R. Bintarto, 1989 )
ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan
sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli,
sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep
desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu, melainkan
sebagai sebuah unit teritorial yang dihuni oleh sekumpulan orang dengan kelengkapan
budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Desa atau yang disebut
dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh
Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai
karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya
pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan
kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa”
menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. (HAW Widjaja, 2003:3)
Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Desa adalah desa dan desa
adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.( Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa)

Pemerintah Desa

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda.
Pemerintah mengandung pengertian sebagai organ atau alat Negara yang menjalankan
tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian
sebagai fungsi dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti organ atau alat negara
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dapat dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya
menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden,
Wakil Presiden dan dibantu oleh menterimenteri. Pemerintah dalam arti luas adalah
semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). (CT. kansil, 2009 : 87) Pada
umumnya, yang disebut pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai
wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan
wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui
perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa
fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan
yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan
perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan,
melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan
masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja.

Menurut Syafi’ie secara etimologi, pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut:

a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya
terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang
diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang
melakukan kekuasaan memerintah.

c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan, berarti perbuatan,
cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara
dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi
tidak diartikan sebagai Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja,
melainkan juga meliputi tugas-tugas 249 lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.
Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang
bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa
yvang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat,
mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara
memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya
pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta
dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat
pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi,
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dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mengetahui pemerintah
desa dan perangkatnya yang dibahas dalam bab pembahasan.

Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh,
dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan
dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa
dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturutturut atau tidak
secara berturut-turut.

Pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa adat berlaku ketentuan hukum
adat di desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam peraturan
daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam Daerah
kabupaten/kota dapat dibentuk desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepala desa.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa telah diterbitkan sebagai tindak
lanjut dari undang-undang desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh
perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan
pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT)
Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan
dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga)
urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan
perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala
urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor
84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan
Desa;

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu
kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara
proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan
kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja
karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana
penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau
sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan
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3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa,
Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu
kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak
terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi
pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan,
seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala
desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari
atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-
kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan
memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan
urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa
di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan
diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan
urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat
oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya
disingkat BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh kepala desa dan
dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Peran Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades)

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas
membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai
dengan mekanisme yang telah diatur.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan
prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh
pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah
antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan
wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam
istilah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corrupt; absolute power corrupts
absolutely sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh
pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata. Berbeda kondisi
dengan pemerintahan yang menganut sistem monarki absolut, dengan kewenangan
penguasanya yang tanpa batas, sebab raja adalah hukum itu sendiri.

Tentang pemilihan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan pelaksanaan
kedaulatan rakyat didesa dalam rangka memilih kepala desa. Pemilihan Kepala desa
dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang, yaitu serentak satu
hari yang sama diseluruh wilayah kabupaten/kota atau dapat secara bergelombang
dilaksanakan paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun dengan interval waktu
paling lama waktu 2 tahun.
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Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, posisi perangkat desa
menjadi dilematis karena Pengujian kenetralan perangkat desa ini diuji pada saat
kepala desa yang bersangkutan telah habis masa jabatannya dan mencalonkan kembali
menjadi kepala desa. Ada 2 hal yang sebenarnya menjadi dilema besar bagi perangkat
desa yang telah menjabat pada saat acara Pilkades akan digelar. Pertama, netral maka
posisinya akan terancam jika calon yang tepilih menjadi kepala desa bukan relasinya,
dan yang kedua, mendukung secara terang-salah calon independen dengan segala
konsekuensinya. Dari kedua opsi dilema tersebut, faktanya perangkat desa banyak yang
lebih memilih tidak netral dan mendukung salah satu calon kepala desa untuk
mengamankan posisinya.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pasal 51

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

-

—

merugikan kepentingan umum;

membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum
dan/atau pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

(1)

(2)

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara
dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian
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Tidak hanya berlaku pada Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah, atau
Pemilihan Umum Legislatif. perangkat desa juga harus tetap netral pada Pilkades juga.
Karena pada faktanya, penjabat yang saat ini menempati posisi perangkat desa, rata-
rata kebanyakan berasal dari relasi, teman sejawat, ataupun timses dari kepala desa
yang saat ini menjabat. Dimana dalam proses Penjaringan perangkat desa itu hanyalah
formalitas semata. Yang apabila kita diuji secara akademik, maka banyak kecurangan
yang terjadi dalam proses perekrutannya.Jikalaupun ada, jumlah penjaringan perangkat
desa yang benar-benar fair itu sangat minim sekali. Bahkan bila kita hitung, jumlahnya
pun tidak akan banyak.

Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa bukan sebagai raja di wilayah
tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk
dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melibatkan intuisi berupa fike
and dislike dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat
dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan
di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat
paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini
dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian
layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Karena jika merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 2

(1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah
memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
sederajat;

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;

c. dihapus;

d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan
yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial
budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam
peraturan daerah.

Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan
Camat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;
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b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.

(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc
karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. berhalangan tetap;
tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan
kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
ditetapkan.

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

KESIMPULAN

Perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang
bertugas membantu kepala desa, sebagai pembantu tugas kepala Desa. Sering
terjadi Pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala desa, posisi perangkat desa
menjadi dilematis Pertama, netral maka posisinya akan terancam jika calon yang
tepilih menjadi kepala desa bukan relasinya, dan yang kedua, mendukung secara terang-
salah calon independen dengan segala konsekuensinya. Dari kedua opsi dilema tersebut,
faktanya perangkat desa banyak yang lebih memilih tidak netral dan mendukung salah
satu calon kepala desa untuk mengamankan posisinya. Sebenarnya hal terebut tidak
perlu lagi menjadi kekhawatiran bagi para aparatur pemerintah desa karena
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk
mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun
pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah
diatur. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017
Untuk itu dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa aparatur
pemerintah desa harus bersikap netral.
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